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KAJIAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI
YANG DI BUAT OLEH KEPALA DESA!
Oleh: Glendy Irvandi Dante’

ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah akta di bawah tangan bisa
dijadikan dasar penerbitan sertifikat dan
sejauhmana kekuatan hukum surat keterangan
tanah yang dibuat oleh Kepala Desa dalam
transaksi jual beli. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif,
disimpulkan: 1. Akta di bawah tangan diakui
dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 telah
ditentukan syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari
4 syarat sah yang dimaksud maka dapat
ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat
oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah
sepanjang para pihak telah sepakat dan
memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Fungsi akta ada 2 yaitu fungsi
formal yang menentukan lengkapnya (bukan
untuk sahnya) dan fungsi akta sebagai alat bukti
di kemudian hari. 2. Bahwa kekuatan hukum
surat keterangan tanah Kepala Desa dalam
transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah akan memperoleh kekuatan
hukum yang sah apabila diketahui oleh camat
selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan
dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan
angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas
hak vyang diajukan sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan hak atas tanah. Surat
keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis
dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya
tidak sekuat akta otentik yang dibuat atau
dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah,
namun karena Surat keterangan tanah tersebut
merupakan surat-surat yang dikategorikan alas
hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan
syarat kelengkapan persyaratan permohonan
hak atas tanah sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan, maka Surat
keterangan  tanah  tersebut  merupakan
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dokumen yang sangat penting dalam proses
penerbitan Sertifikat hak atas tanah.

Kata kunci: Kajian Hukum, Akta Jual Beli, Kepala
Desa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kepala Desa merupakan seorang vyang
menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan
desa dan merupakan seorang pemimpin formal
yang berpengaruh dalam kehidupan
kemasyarakatan. Sebagai seorang pemimpin
formal dalam pemerintahan tingkat desa.
Kepala Desa memegang jabatannya atas pilihan
masyarakat.?

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang,
dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa
diantaranya menyelenggarakan urusan rumah
tangganya sendiri dan merupakan
penyelenggara dan penanggung jawab utama
dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dalam rangka
penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan
desa, pemerintahan umum termasuk
pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan menumbuhkan
sertamengembangkan jiwa gotong royong
masyarakat sebagai sendi utamapelaksanaan
pemerintahan Desa.’

Kepala Desa mempunyai peran dan juga
kedudukan vyang sangat penting dalam
Pemerintahan Desa. la merupakan pemimpin
terhadap jalannya tata urusan pemerintahan
yang ada di desa. Seorang Kepala Desa
merupakan penyelenggara dan sekaligus
sebagai penanggung jawab atas jalannya roda
pemerintahan dan pembangunan di dalam
wilayahnya. Di samping menjalankan urusan
pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa
juga mempunyai kewajiban lain  yaitu
menyelenggarakan urusan di bidang
kemasyarakatan membina ketentraman dan
ketertiban masyarakatserta membina dan
mengembangkan jiwa dan semangat gotong
royongmasyarakat.’ Dengan berbagai
kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan

3 Momon Soetisna Sendjaja dan Basan Syachran, Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintah Desa,
Alumni, Bandung, 1983, hal. 42

*Ibid, hal. 42

°Ibid, hal. 43
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bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala
Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup
luas. Sehingga masyarakat banyak
mempercayakan berbagai pengurusan kepada
kepala desanya, termasuk untuk melakukan
transaksi jual beli tanah.

Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa
untuk peralihan hak atas tanah diperlukan
suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang
pejabat umum yang disebut dengan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh
pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah
tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
olehperaturan  perundang-undangan yang
berlaku.® Dan sisi ini peranan kepala desa
menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam
proses peralihan hak atas tanah di pedesaan
dalam konteks menjamin kepastian dan
perlindungan hukum bagi masyarakat atas
transaksi tanah yang dilakukannya.

Tanah merupakan anugerah dan Tuhan Yang
Maha Esa, yang memiliki arti penting dalam
kehidupan umat manusia. Tanah di Indonesia
dikuasai secara turun-temurun dalam konsep
individualistik komunalistik religius. Undang-
undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal
dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria
yang disingkat UUPA sebagai bentuk unifikasi
hukum tanah nasional di Indonesia, lahir pada
tanggal 24 September 1960 setelah 15 tahun
Republik Indonesia Merdeka. Salah satu tujuan
yang hendak dicapai ialah menuju kepastian
hukum hak atas tanah dengan cara
diselenggarakannya  kegiatan  Pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia.

Pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 19,
23, 32 dan 38 UUPA yang selanjutnya diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam
perkembangan selanjutnya diganti
denganPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran
tanah merupakan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus dan berkesinambungan
terhadap pemeliharaan data fisik dan yuridis

® Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

terhadap suatu bidang tanah tertentu. Dalam
hal ini jual beli merupakan suatu perbuatan
hukum peralihan hak atas tanah yang masuk
dalam ruang lingkup pendaftaran tanah
tersebut, karena jual beli tanah mengandung
suatu akibat hukum yaitu terjadinya perubahan
data yuridis tentang status kepemilikan tanah
bahkan data fisik.

Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut di
atas, maka penulis ingin meneliti mengenai
permasalahan yang berjudul : “Kajian Hukum
Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh
Kepala Desa.”

B. Perumusan Masalah

1. Apakah akta di bawah tangan bisa dijadikan
dasar penerbitan sertifikat?

2. Sejauhmana kekuatan hukum  surat
keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala
Desa dalam transaksi jual beli?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur
yang penting dan mutlak dalam suatu
penelitian dan perkembangan ilmu
pengetahuan demikian pula dengan penulisan
Skripsi ini menggunakan metode kepustakaan
yang bersifat yuridis normatif.” Tujuan dan
kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya
adalah  menunjukkan jalan  pemecahan
permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN
A. Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar
Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Keberadaan surat di bawah tangan sebagai
dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik
tetap diakui dalam peraturan-Pemerintah No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki
kekuatan hukum. Untuk dapat dijadikan
sebagai alas hak dalam penerbitan Sertifikat
Hak Milik dan dapat memiliki kekuatan
pembuktian maka surat di bawah tangan
tersebut harus memenuhi prosedur dan
persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24
Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 vyang
menetapkan bahwa dalam hal tidak ada lagi
tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003, hal. 13
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yang berdasarkan pembuktian, pembukuan hak
dapat dilakukan kenyataan penguasaan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20
tahun atau lebih secara berturut-turut oleh
pemohonbersama Kepala Kelurahan atau
Kepala Desa sebagai pihak yang dianggap
mengetahui riwayat tanah pada Kelurahan atau
desa tempat mereka menjabat. Namun
demikian, surat di bawah tangan ini tidak bisa
memberikan jaminan kepastian hukum kepada
para pemegang sertifikat karena dalam
kenyataannya di Pengadilan, para hakim
memiliki interpretasi yang berbeda mengenai
keabsahan surat di bawah tangan.

Untuk mengantisipasi munculnya masalah
dalam penggunaan surat di bawa tangan
sebagai dasar penerbitan sertifikat, maka
dalam proses pembuatan surat tanah di bawah
tangan, seluruh pihak yang terkait seharusnya
mengutamakan ketelitian dan kecermatan
serta kehati-hatian agar tidak menyebabkan
ketidakpastian bagi para pemilik sertifikat
ataupun pemilik tanah yang sebenarnya (jika
ternyata sertifikat diterbitkan kepada pihak
yang tidak berhak).

B. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah
Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dalam
Transaksi Jual Beli Tanah
Pada prakteknya apabila seseorang atau

warga masyarakat yang ingin menguasai suatu

tanah, di masa lalu haruslah membuka hutan
terlebih dahulu, dikarenakan hutan yang
demikian luas dan tidak tergarap oleh siapapun
maka seseorang bisa saja membuka hutan
sesuai dengan keinginannya. Sedangkan
pemerintah pada waktu itu membiarkan saja
karena dianggap untuk kehidupan warga
disekitarnya. Dengan dikeluarkannya UUPA
maka dalam hal kebebasan membuka hutan
diatur lebih lanjut dikarenakan kemajuan dan
pembangunan makin menghendaki pembukaan
hutan. Disamping belum tuntasnya pendaftaran
tanah dan hak milik sehingga kadangkala terjadi
berdempetan baik karena disengaja oleh
masyarakat dan tidak diketahui oleh aparat
pemerintah yang bertugas dibidang itu
sehingga kejadian ini menimbulkan
persengketaan yang bisa menghambat kegiatan
pembangunan. Untuk mengatasi hal ini barulah
terasa sekarang betapa pentingnya
pendaftaran tanah dan memiliki hak-hak atas

tanah.

Berdasarkan kedudukannya tanah terbagi
menjadi tanah yang bersertifikat dan tanah
yang belum bersertifikat. Tanah vyang
bersertifikat adalah tanah yang memiliki hak
dan telah terdaftar di kantor pertanahan
sedangkan tanah vyang belum bersertifikat
merupakan tanah yang belum memiliki hak
tertentu dan status tanahnya masih merupakan
tanah negara. Biasanya tanah-tanah
miliknegara yang telah dikuasai dan digarap
oleh masyarakat secara turun temurun
memiliki bukti surat keterangan tanah dari
kepala desa sebagai bukti awal sebelum
bersertifikat.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan
dari Pasal 24 PeraturanPemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,?
terdapat alatbukti tertulis untuk dapat
membuktikan kepemilikan atas tanah yang
dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak
lama dan merupakan dokumen yang lengkap
untuk kepentingan pendaftaran tanah antara
lain akta pemindahan hak yang dibuat di bawah
tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala
Adat/KepalaDesa/Kelurahan  yang  dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.’

Surat Keterangan Tanah vyang mana
merupakan alas hak yang banyak dipergunakan
di berbagai daerah, di pedesaan terdapat istilah
yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya
dengan surat dasar atau sebagian masyarakat
menyebutnya dengan “SKT Kepala Desa” dan
hal ini termasuk dalam bentuk alat pembuktian
tertulis.

Surat Keterangan yang dahulunya dikuasai
oleh seseorang diterbitkan surat oleh Kepada
Desa berupa ijin tebas tebang, untuk
membuktikan mereka dapat mengakui tanah
tersebut maka dikeluarkan Surat Keterangan
Tanah.

Kemudian penggarap hendak menjual tanah
ini, oleh para pihak ke desa buktinya adalah
ganti rugi dari segala hal yang telah dikeluarkan
oleh pengarap tersebut maka dirancanglah oleh

8Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, Op. Cit., Hal. 62
*Andi Sufiarma, Surat Di Bawah Tangan Sebagai
Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah,
http://fiaji.blogspot.com/2016/05/surat-di-bawah-
tangan-sebagai-dasar.html, terakhir diakses pada tanggal
17 Mei 2016
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perangkat desa mengenai ganti rugi hingga
sekarang disebut dengan surat keterangan
ganti rugi. Hal ini terjadi setelah tahun 1970-an
ke atas sehingga surat keterangan tanah yang
terbit sebelum tahun 1970 tidaklah ada. Surat
keterangan ganti rugi ini dibuat oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang
tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak
yang memberi kerugian (pembeli). Prosesnya
cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian
ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga
(RW), kemudian diketahui olehKepala Desa,
disetujui oleh Kepala Desa atau Lurah dan
seterusnya dikuatkanoleh Camat serta saksi-
saksi.'

Proses mendapatkan hak milik atas tanah
seperti ini jika merujuk pada undang-undang
pokok agraria, surat keterangan tanah
merupakan proses awal atau alas hak untuk
mendapatkan Sertifikat hak atas tanah. Namun
dengan mengantongi surat keterangan tanah
tersebut masyarakat merasa haknya sudah
aman dan terlindungi, meskipun dalam praktek
penerbitan Surat Keterangan Tanah banyak hal
negatif yang dijumpai. Surat Keterangan Tanah
ini diakui juga oleh pemerintah sebagai salah
satu bukti dalam pengajuan Sertifikat bagi hak
milik  untuk  mendapatkan suatu  hak
berdasarkan UUPA. Masyarakat lebih memilih
memakai Surat Keterangan Tanah yang dibuat
oleh Kepala Desa harganya lebih terjangkau.

Kekuatan hukum surat keterangan tanah
kepala desa dalam transaksi jual beli tanah
berdasarkan Pasal 7, dan Pasal 39 sebagaimana
telah disebutkan pada Bab Il di atas, dapat
dipahami bahwa kedudukan Kepala Desa
ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
berbunyi sebagai berikut:'*

Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa : “Untuk
desa-desa dalam wilayah yang terpencil
Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.”

Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 7
ayat (2) dijelaskan bahwa untuk mempermudah
rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT
untuk  melaksanakan  perbuatan  hukum
mengenai tanah, yang ditunjuk sebagai PPAT
Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang

©1bid
1 Lihat Penjelasan Pasal 7 dan Pasal 39 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

menguasai keadaan daerah yang bersangkutan,

yaitu Kepala Desa. Kewenangan Kepala Desa

juga diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1)

huruf b angka 1) dan angka 2), disebutkan

bahwa:"

Mengenai bidang tanah vyang belum
terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat
keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang
menyatakan bahwa vyang bersangkutan
menguasai bidang tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2); dan

2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa
bidang tanah yang bersangkutan belum
bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuktanah yang terletak di daerah yang
jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan,
dari pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan oleh Kepala
Desa/Kelurahan;

Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b
angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa
Kepala Desa berwenang untuk membuat surat
keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak
dengan yang bersangkutan yang menguasai
bidang Tanah tersebut. Untuk daerah-daerah
Kecamatan di luar kota tempat kedudukan
Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala
Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan
dengan surat pernyataan Kepala Desa.

Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang
dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat
keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala
Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat
berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, dapat
dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan
sebagai kelengkapan persyaratanpermohonan
hak atas tanah,®® oleh karena itu apabila terjadi
kesalahan atau adanya cacat hukum dalam
penerbitan alas hak tersebut akan berakibat
batal atau tidak sahnya Sertifikat yang
diterbitkan  karena  kesalahan  prosedur
penerbitan Sertifikat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat

2 ihat Penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan
angka 2, PP No. 24 Tahun 1997

Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, Op. Cit,, Hal.
241.
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diketahui bahwa walaupun Surat keterangan
tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah
tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak
sekuat akta otentik, namun karena Surat
keterangan tanah tersebut merupakan surat-
surat yang dikategorikan alas hak atau data
yuridis atas tanah yang dijadikan syarat
kelengkapan persyaratan permohonan hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan pertanahan, maka
Suratketerangan tanah tersebut merupakan
dokumen yang sangat penting dalam proses
penerbitan Sertifikat hak atas tanah. Kekuatan
hukum surat keterangan tanah Kepala Desa
dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan
hukum yang sah apabila diketahui oleh camat
selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan
dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan
angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas
hak vyang diajukan sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan hak atas tanah.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Akta di bawah tangan diakui dalam
KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 telah
ditentukan syarat sahnya perjanjian.
Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud
maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta
yang tidak dibuat oleh dan dihadapan
PPAT adalah tetap sah sepanjang para
pihak telah sepakat dan memenuhi
unsur-unsur dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Fungsi akta ada 2 vyaitu
fungsi  formal vyang  menentukan
lengkapnya (bukan untuk sahnya) dan
fungsi akta sebagai alat bukti di
kemudian hari.

2. Bahwa kekuatan hukum surat
keterangan tanah Kepala Desa dalam
transaksi jual beli tanah ditinjau dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah akan
memperoleh kekuatan hukum yang sah
apabila diketahui oleh camat selaku
pejabat pembuat akta tanah, dengan
dasar hukum berdasarkan Penjelasan
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b

angka (1) dan angka (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat
dikategorikan sebagai alas hak vyang
diajukan sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan hak atas tanah.
Surat keterangan tanah merupakan alat
bukti tertulis dibawah tangan vyang
kekuatan pembuktiannya tidak sekuat
akta otentik yang dibuat atau dikeluarkan
oleh pejabat pembuat akta tanah, namun
karena Surat keterangan tanah tersebut
merupakan surat-surat yang
dikategorikan alas hak atau data yuridis
atas tanah vyang dijadikan syarat
kelengkapan persyaratan permohonan
hak atas tanah sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan,
maka Surat keterangan tanah tersebut
merupakan dokumen yang sangat
penting dalam proses penerbitan
Sertifikat hak atas tanah.

B. Saran

1. Perlu pembinaan dan sosialisasi secara
terpadu dan terus menerus tentang
pendaftaran tanah khususnya prosedur
pelaksanaan jual beli tanah kepada
masyarakat khususnya Kepala Desa
beserta perangkatnya oleh Kantor Badan
Pertanahan dan Kantor Kecamatan untuk
terciptanya kepastian hukum ditengah-
tengah masyarakat dan meningkatkan
pemahaman Kepala Desa dan
perangkatnya tentang Hukum
Pertanahan Nasional.

2. Masih terdapatnya bidang-bidang tanah
yang telah berkali-kalidijual belikan
secara bawah tangan, tidak mempunyai
bukti kepemilikan tanah yang jelas, masih
rendahnya pemahaman masyarakat akan
peran PPAT dalam jual beli tanah,
sehingga jual beli sering dilakukan hanya
dihadapan kepala desa. Untuk mengatasi
hal tersebut Camat baik selaku Kepala
Pemerintahan di Kecamatan Tengaran
maupun selaku PPAT sementara bersama
BPN telah berupaya untuk melakukan
kegiatan penyuluhan kepada masyarakat,
memberikan pelayanan administrasi di
bidang pertanahan, pengadaan Sertifikat
Masal Swadaya (SMS) dan pengadaan
Sertifikat Prona. Namun belum dapat
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terealisasi dan berhasil secara maksimal.
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